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A B S T R A KPengamanan perdagangan (safeguard) terhadap industri tekstil dan produk tekstildalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum efektifmemberikan kemajuan yang besar bagi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri.Halini terlihat dari masih kurang dapat bersaingnya produk tekstil Indonesia di pasarinternasional. Tindakan pengamanan (safeguard) berfungsi untuk melindungi industri dalamnegeri dari ancamankerugian ataupun kerugian atas terjadinya lonjakan impor. Namun,menurut aturan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) tidak diperbolehkan lagimelakukan perlakuan yang berbeda terhadap produk dalam negeri dengan produk asing.Halini lah yangmenimbulkan pertanyaan mengenai peraturan di Indonesia yang mengaturtentangtindakan pengamanan perdagangan (safeguard).

Kata Kunci: MEA, Industri Dalam Negeri, Safeguard

ABSTRACT

Trade protection (safeguard) the textile industry and textile products in domestic
legislation in Indonesia is still not effectively provide a major advance for the textile industry
and textile products in the country. This is evident from still less can their competitive
Indonesian textile products in the international market. Safeguard measures (safeguards)
serves to protect domestic industry from ancamankerugian or loss on a surge in imports.
However, according to the rules of the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) is no longer
allowed to perform the unequal treatment of domestic products with foreign products. It was
yangmenimbulkan questions concerning regulations governing Indonesia tentangtindakan
trade protection (safeguard).

Keyword : MEA, The Domestic Industry, Safeguard

I. PendahuluanDunia sekarang sedang mengalamiperubahan yang disebutglobalisasi.Globalisasi tersebut terjadidiberbagai aspek, salah satunya pada aspekekonomi yang lazim disebut globalisasiekonomi. Proses globalisasi ekonomi adalahperubahan perekonomian dunia yangbersifat mendasar atau struktural, danproses ini akan berlangsung terus denganlaju yang semakin cepat mengikutiperubahan teknologi yang juga akan semakin

cepat dan peningkatan serta perubahan polakebutuhan masyarakat dunia.1Selama ini setiap negara padaumumnya meyakini bahwa tidak satu punnegara di dunia yang dapat mengisolasi diridari proses globalisasi. Dengan demikianpenerapan perdagangan dan investasi bebasadalah pilihan baik yang dapatdilaksanakan.Namun kenyataan menunjukkan lain,manfaat yang lahir dari penerapan
1Tulus T.H. Tambunan, Globalisasi dan

Perdagangan Internasional, (Bogor:  GhaliaIndonesia, 2004), hal. 1.
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liberalisasi perdagangan dan investasi tidaksama bagi setiap bangsa.2Kualitas pertumbuhan ekonomiIndonesia yang masih rendah dibuktikandengan ketidakmampuan pertumbuhanekonomi untuk menyerap pengangguranyang ada serta tambahan tenaga kerjabaru.Melambatnya ekonomi Indonesiamengakibatkan jumlah pengangguran dalamnegeri bertambah.Dengan demikian,diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomiyang lebih tinggi lagi untuk dapatmengurangi tingkat pengangguran diIndonesia dan/atau memperbaiki kualitaspertumbuhan.3Salah satu sektor industri diIndonesia yang memberikan kontribusibesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesiaadalah industri sektor tekstil dan produktekstil. Industri tekstil dan produk tekstil(TPT) juga merupakan salah satu komoditiandalan industri manufaktur dan menjadimotor penggerak pembangunan ekonominasional.4Indonesia termasuk unggul dalamproduk tekstil dan pakaian jadi, tetapi dalamhal ini pemerintah dan industri dalam negritetap harus terus memacu diri untuk terusmengembangkan diri. Industri tekstil danproduk tekstil Indonesia harus melakukanekspansi ke produksi hulu. Langkah iniuntuk mengurangi ketergantungan produkimporsehingga dengan demikian hargaproduksi akan lebih dapat bersaing karenamengingat Indonesia saat ini telah masukdalam era liberalisasiperdagangan.Liberalisasi perdagangan inimeliputi kerjasama multilateral maupunregional.Untuk kawasan Asia Tenggara,Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau
2Ida susanti dan Bayu Seto, Aspek Hukum

Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan
Hukum Indonesia Dalam melaksanakan
perdagangan Bebas, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2003), hal. 5.3Sony Maulana S., Ringkasan Eksekutif
Naskah Akademis Rancangan Pengaturan
Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Jakarta:Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi FakultasHukum Iniversitas Indonesia, 2008, hal. 1-2.4 Sumber Data :
http://apindo.or.id/id/berita/read/industri-
tekstil-motor-penggerak-ekonomi-nasional,diakses tanggal 24 Februari 2016

Asean Economic Community (AEC)merupakan bentuk kerjasama regional, yangmana Indonesia merupakan salah satunegara anggotanya.Secara umum AEC memiliki 12sektor prioritas, yakni produk-produkberbasis pertanian, otomotif, elektronik,perikanan, poduk berbasis karet, tekstil danpakaian, produk berbasis kayu, perjalananudara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, danlogistik. Inilah sektor-sektor yang palingdiminati anggota ASEAN dan menjadi ajangmereka untuk bersaing satu sama lain. Diantara 12 sektor prioritas ini, ASEAN masihmengandalkan tekstildan produk tekstilsebagai salah satu daya saing utamamenjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA) 2015.Seperti dipaparkan di atas bahwatekstil dan produk tekstil merupakan salahsatu sektor prioritas yang akan dibebaskanarus impornya, maka dengan demikiansecara otomatis industri tekstil dan produktekstil dalam negeri akan memilikitantanganyang sangat besar untukmenghadapinya.Untuk itu, pemerintah harusmembenahi peraturan impor yangberpotensi merusak pasaratau mengangguindustri dalam negeri.Namun, menurut aturan ASEAN
Trade in Goods Agreement (ATIGA)tidakdiperbolehkan lagi melakukan perlakuanyang berbeda terhadap produk dalam negeridengan produk asing. Misalnyapemerintahmengatur supaya rakyatnya hanya membeliproduk dalam negeri saja. Hal ini tidakdimungkinkan lagi, karena bertentangandengan aturan dalam perdagangan aliranbebas barang AEC. Akan tetapiATIGAmengatur tentang pengamanan produkdalam negeri yaitu adanya aturansafeguard.
Safeguard diartikan sebagai sebuah tindakanyang dilakukan apabila terjadi lonjakanimpor secara signifikan yang mengakibatkankerugian serius / ancaman kerugian bagiindustri dalam negeri.Dalam Chapter 9 Article 86, 87, 88 didalam ATIGA tentang Trade Remediesdijelaskan bahwa “Setiap Negara Anggotayang merupakan anggota WTO dapatmempertahankan hak dan kewajibannyaberdasarkan Pasal XIX GATT 1994.”Sedangkan dalam Pasal XIX GATT1994dijelaskan bahwa “Setiap Negara
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Anggota diberikan hak dan kewajiban untukmenerapkan kebijakan pemulihanperdagangan antara lain berupa anti-dumping, bea imbalan (terkait dengansubsidi) dan safeguard.” Selain kebijakanpemulihan perdagangan, negara Anggotajuga dapat menggunakan mekanismepenyelesaian sengketa yaitu Protocol on
Enhanced Dispute Settlement Mechanism.Pemerintah melalui PeraturanMenteri Keuangan Nomor58/PMK.011/2011 pernah melakukantindakan safeguardtentangpengenaan beamasuk tindakan pengamanan terhadapimporproduk berupa kain tenunan darikapas yang dikelantang dantidak dikelantang
(woven fabrics of cotton, bleachedand
unbleached) . Dalam Peraturan MenteriKeuangan ini, pengenaan Bea MasukTindakan Pengamanan yang dimaksudadalah tambahan bea masuk umum (Most
Favored Nation) dan tambahan bea masukpreferensi berdasarkan skema-skemaperjanjian perdagangan baranginternasional yang berlakudalamhal importerhadap negara-negara yangtermasukdalam skema-skemaperjanjianperdagangan baranginternasionaldimaksud dan yang memenuhi ketentuandalamskema-skemaperjanjian perdaganganbarang internasional. Bea Masuk TindakanPengamanan sebagaimana dimaksud di atasdikenakan selama 3 (tiga) tahun lamanya.Pemerintah juga telah melakukanberbagai upaya untuk meningkatkanpenggunaan produksi dalam negeri.Upayapemerintah untuk meningkatkanperlindungan terhadap produksi dalamnegeri dari arus impor juga semakin nyatadiwujudkan melalui peraturan perundang-undangan No 7 Tahun 2014 TentangPerdagangan.Selain pengesahan UU No 7 Tahun2014 Tentang Perdagangan, pemerintahsebelumnya juga telah mengeluarkanPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun2011 Tentang Tindakan Antidumping,Tindakan Imbalan, dan TindakanPengamanan Perdagangan yang mana padaBab IV diatur tentang tata cara atau prosedurpengenaan Tindakan Pengamanan terhadapsuatu produk tertentu. Menteri Keuanganmelalui PMK 55 Tahun 2015 jugamenetapkan Tata Cara Pemungutan dan

Pengembalian Bea MasukDalam RangkaTindakan Antidumping, Tindakan Imbalan,dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.Dari paparan di atas, dapat dilihatbahwa industri sektor tekstil dan produktekstil merupakan salah satu sektor yangmemiliki potensi untuk berkembang danmemberikan kontribusi bagi pertumbuhanekonomi Indonesia. Namun, di samping itu,seiring dengan berlangsungnya MasyarakatEkonomi ASEAN, dimana tekstil dan produktekstil merupakan salah satu sektorprioritas, maka industri tekstil dan produktekstil Indonesia dalam waktu bersamaanjuga mengahadapi tantangan yang besar.Dalam hal ini tentunya industri dalam negrisektor tekstil dan produk tekstil inimemerlukan perlindungan hukum daripemerintah untuk mengahadapi ancamanarus impor yang melonjak dari luarnegri.Berdasarkan latar belakang danpermasalahan tersebut, maka penelitian inidiberi judul "Analisis Yuridis atasPerlindungan Hukum Terhadap IndustriTekstil dan Produk Tekstil dalam NegeriMelalui Tindakan Pengamanan (Safeguard)di Indonesia Relevansinya dengan MEA2015".
II. Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang tersebutdi atas, dapat dirumuskan beberapapermasalahan sebagai berikut:1. Bagaimana kesepakatan perdagangandalam kerangka hukum MEA di bidangekonomi terkait dengan tekstil danproduk tekstil?2. Mengapa diperlukansafeguard terhadapindustri tekstil dan produk tekstil dalamnegri dalam pasar bebas MEA?3. Bagaimana pengamanan perdagangan(safeguard) terhadap industri tekstil danproduk tekstil dalam negri dalamperundang-undangan di Indonesia?
III. Metode Penelitian

A. Jenis dan sifat penelitianJenis penelitian hukum yangdigunakan adalah penelitian hukum yuridisnormatifkarena penelitian ini meninjaumasalah yang diteliti dari segi ilmu hukumdan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan yang berlakudalam peraturan per-UU-an
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berdasarkanbahan primer, sekunder, dantersier untuk mendapatkan kesimpulan daridata yang diperoleh selama penelitian.Darisegi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptifkarena bertujuan untuk membuat gambarandan menganalisis secara sistematis, faktualdan akurat mengenai fakta-fakta, sertahubungan fenomena yang diselidiki. Dalampenelitian ini, fenomena yang dimaksudadalah kondisi kesiapan industri tekstil danproduk tekstil dalam negeri menghadapiMEA 2015 dan perlindungan yangdibutuhkan agar dapat bersaing di pasarinternasional.
B. Sumber DataPada penelitian ini sumber bahanhukumnya berupa:a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiriatas:1) UU No. 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor58/PMK.011/2011 tentangpengenaan bea masuk tindakanpengamanan terhadap imporprodukberupa kain tenunan dari kapas yangdikelantang dantidak dikelantang3) Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 2011 Tentang Tindakan

Antidumping, Tindakan Imbalan, danTindakan Pengamanan Perdagangan4) UU No. 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UU No. 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan5) Keputusan Presiden No. 84 Tahun2002 tentang Tindakan PengamananIndustri Dalam Negeri AkibatLonjakan Impor6) Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan Republik IndonesiaNo. 85/MPP/Kep/2003 tentang TataCara dan Persyaratan PermohonanPenyelidikan atas PengamananIndustri Dalam Negeri dari AkibatLonjakan Impor7) UU No. 7 Tahun 1994 TentangPengesahan Agreement Esthablishing
The World Trade Organization(Persetujuan PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia)8) Perjanjian internasional di tingkatglobal seperti GATT, maupun

perjanjian bilateral ataupun regionalyang mengaturaktivitas bisnisinternasional, khususnya tentangASEAN, dalam hal ini ATIGA.b. Bahan  hukum   sekunder  adalah  bahanyang   memberikan  penjelasanmengenai bahan hukum primer, terdiriatas RUU, jurnal hukum, buku-buku parasarjana, hasil penelitian, makalahhukum, pendapat para ahli, mediainternet dan sebagainya.c. Bahan hukum tersier, adalah bahanhukum yang memberikan petunjuk ataupenjelasan terhadap bahan hukumprimer dan bahan hukum sekunder,seperti kamus umum, ensiklopedia,bibiliografi, kamus hukum, majalah danjurnal ilmiah.
C. Metode pengumpulan dataUntuk menperoleh bahan hukumyang diperlukan dalam penelitian ini, makadigunakan metode pengumpulan bahanhukum tersebut dengan penelitiankepustakaan (library Research) dan alatuntuk mengumpulkan bahan hukumtersebut adalah melalui studidokumen.Penelitian dimulai darimengumpulkan bahan hukum primer dansekunder dari perpustakaan, dilanjutkandengan pengumpulan data dari berbagaisumber yang dapat diakses dari internet,serta mencari data tersier yang dapatmemperkuat sumber data primer dansekunder.
D. Analisis DataPengolahan data pada hakekatnyamerupakan kegiatan untukmelakukananalisis terhadap permasalahanyang dibahas. Analisis data dalam penulisantesis ini dilakukan dengan:5a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum,seperti semua peraturan perundang-undnagan dan turunannya serta sumberlain yang relevan dengan industri dalamnegeri dan MEA 2015b. Memilih kaidah-kaidah hukum/doktrinyang telah dikumpulkan yang sesuaidengan penelitianserta memilah aturan

5 Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar
Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hal. 4
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mana yang terkait dengan industri TPTdan MEA 2015 yang akan menjadi bahanpenting dalam penelitian dan aturanmana yang hanya akan menjadi bahanpendukung dalam penelitian inic. Mensistemasikan kaidah-kaidah hukum,asas, pasal, dan doktrin yangada dengancara menggabungkan aturan hukumyang sama dalam kelompok bagian yangsama kemudian menganalisisnya danmenemukan masalah yang ada didalamnyad. Menarik kesimpulan dengan pendekatandeduktif – induktif yaitu dilakukandengan teori yang digunakan dijadikansebagai titik tolak untuk melakukanpenelitian. Dengan demikian teoridigunakan sebagai alat, ukuran danbahkan instrumen untuk membangunhipotesis, sehingga secara tidaklangsung akan menggunakan teorisebagai pisau analisis dalam melihatmasalah dalam perlindungan hukumterhadap industri TPT dalam negeridalam menghadapi MEA 2015.
IV. Hasil dan Pembahasan
A. Tinjauan Umum tentang

Perdagangan BebasPerdagangan bebas dapat jugadidefinisikan sebagai tidak adanya hambatanbuatan (hambatan yang diterapkanpemerintah) dalam perdagangan antarindividual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yangberbeda.Perdagangan internasional seringdibatasi oleh berbagai pajak negara, biayatambahan yang diterapkan pada barangekspor impor, dan juga regulasi non tarifpada barang impor.Secara teori, semulahambatan-hambatan inilah yang ditolak olehperdagangan bebas.Namun dalamkenyataannya, perjanjian-perjanjianperdagangan yang didukung oleh penganutperdagangan bebas ini justru sebenarnyamenciptakan hambatan baru kepadaterciptanya pasar bebas.Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karenamelindungi kepentingan perusahaan-perusahaanbesar.Adapun kebijakan perdaganganinternasional di bidang impor dapatdikelompokkan menjadi dua macam, yaitukebijakan hambatan tarif (tariff barrier) dan

kebijakan hambatan non-tarif (non-tariff
barrier). Hambatan tarif (tariff barrier)adalah suatu kebijakan proteksionisterhadap barang-barang produksi dalamnegeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri.Teori keunggulan Adam Smithmenyatakan bahwa negara-negara yangberbeda dapat memproduksi beberapa jenisbarang secara lebih efisien daripada negara-negara lainnya sehingga efiensi global dapatditingkatkan melalui perdaganganbebas.Suatu negara dikatakan memilikikeunggulan komperatif terhadap negaralainnya apabila dalam memproduksi suatukomoditi bisa mengerjakannya dengan biayaoportunitas (opportunity cost) yang lebihrendah dibandingkan dengan komoditialternatif yang tidak diproduksi. Setiapnegara memiliki keunggulan komparatifnyamasing masing, keunggulan tersebuttergantung pada sumber daya yang dimilikioleh suatu negara. Dengan demikian, setiapnegara akan berspesialisasi dalam produksidan mengekspor barang dan jasa yangbiayanya relatif lebih rendah. Sebaliknyasetiap negara akan mengimpor barang danjasa yang biaya produksinya relatif yanglebih tinggi. Hal ini dijalankan untukmencapai tujuan awal perdaganganinternasional yaitu menciptakankesejahteraan yang lebih baik bagimasyarakat dunia.Jalan menuju era perdagangan bebasseharusnya semakin mulus dengan semakinlajunya arus globalisasi yang didorong olehkemajuan teknologi dibidang tranportasiserta telekomunikasi termasuk sektorinformasitechnology, dan perkembanganyang sangat pesat dalam hukumperdagangan internasional, misalnya sajaterbentuknya The World Trade Organization(WTO).Namun nuansa globalisasi telahdicemari dengan upaya negara-negaraadidaya yang ingin tetap mempertahankandominasinya.
B. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

sebagai Bentuk Integrasi Ekonomi
ASEANPada KTT ke-6 ASEAN tanggal 16Desember 1998 di Hanoi-Vietnam, parapemimpin ASEAN mengesahkan RencanaAksi Hanoi (Hanoi Plan of Action/HPA) yang
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merupakan langkah awal untukmelaksanakan atau merealisasikan tujuandari Visi ASEAN 2020. Pada KTT tersebut,para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan
Statement on Bold Measures dengan tujuanuntuk mengembalikan kepercayaan pelakuusaha, mempercepat pemulihan ekonomidan meningkatkan pertumbuhan ekonomisetelah krisis ekonomi dan finansial.Hanoi
Plan of Action mewujudkan tanggapan ataskrisis untuk mempercepat danmengintensifkan untuk bekerja sama dalammewujudkan kawasan ekonomi tunggal danwilayah investasi. Hanoi Plan of Actionjugamerefleksikan optimisme dari VisiASEAN 2020 dengan mengesahkanpencapaian tujuan lebih cepat dari yangditargetkan semula.Pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5November 2001 di Bandar Sri Begawan,Brunei Darussalam disepakati perlunyadibentuk Roadmap for Integration of ASEAN(RIA) guna memetakan tonggak penting yangharusdicapai beserta langkah-langkahspesifik dan jadwal pencapaiannya. Makaoleh Menteri Ekonomi ASEANdalampertemuan ke-34 tanggal 12September 2002 di Bandar SriBegawan,Brunei Darussalam RIA tersebut resmiditandatangani.Pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun2003 menghasilkan Bali Concord II yangmenyetujui pembentukan Komunitas ASEAN(ASEAN Community) berisi tiga konsepkomunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar,yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN
Secutiry Community), Komunitas EkonomiASEAN (ASEAN Economic Community), danKomunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN
Socio-Cultural Community).Piagam ASEAN sebagai “payunghukum” yang menjadi basis komitmenASEAN di kawasan Asia Tenggara.PiagamASEAN ini mulai berlaku efektif bagisemuanegara anggota ASEAN pada tanggal 15Desember 2008, Indonesia telahdalam meningkatkan dan mendorongkerja sama antara negara-negaraanggotameratifikasi Piagam ASEAN padatanggal 6 November 2008 dalam bentukUndang-undang No. 38 tahun 2008 tentangPengesahan Charter of The Association of
Southeast Asian Nation (Piagam

Perhimpunan Bangsa-Bangsa AsiaTenggara).Bersamaan denganditandatanganinya ASEAN Charter, parapemimpin ASEAN juga menandatanganicetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015(ASEAN Economic Community Blueprint2015) yang merupakan grand design MEAyang berisi jadwal strategis, yakni tahapanpencapaian dari masing-masing pilar MEA.Target waktu pencapaian MEA terbagi dalamempat fase, yaitu 2008-2009, 2010-2011,2012-2013 dan 2014-2015. Cetak biru inimenjadi arah bagi kawasan maupun negaraanggota untuk mencapai MEA 2015 yangmasing-masing berkewajiban melaksanakankomitmen dalam cetak biru untukmembentuk kredibilitas ASEAN.
C. Cetak Biru ASEAN sebagai Pedoman

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi
ASEAN(MEA) 2015Pada pertemuan ke-39 ASEAN

Economic Ministers (AEM) tahun 2007,disepakati mengenai naskah ASEAN
Economic Community (AEC) Blueprint (CetakBiru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015)beserta Strategic Schedule-nya, yangmencakup insiatif-inisiatif baru serta
roadmap yang jelas untuk mencapaipembentukan ASEAN Economic Communitytahun 2015.ASEAN Economic Community (AEC)Blueprint tersebut kemudian disahkan padaRangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13.AEC Blueprint bertujuan untukmenjadikan kawasan ASEAN lebih stabil,sejahtera, dan sangat kompetitif,memungkinkan bebasnya lalu lintas barang,jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu,juga akan diupayakan kesetaraanpembangunan ekonomi dan pengurangankemiskinan serta kesenjangan sosialekonomi pada tahun 2015.Indonesia secara intens melakukantindakan-tindakan untuk mendukungpeningkatan iklim investasi danperdagangan serta meningkatkan daya saingnasional, termasuk upaya yang dilakukanbaik secara internal Indonesia denganditerbitkannya Inpres No. 11 tahun 2011tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak BiruMasyarakat Ekonomi ASEAN, maupun
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eksternal berkoordinasi dengan negaraASEAN.
D. KesepakatanPerdagangan Tekstil

dan Produk Tekstil dalam ASEANTekstil dan Produk Tekstil (TPT)merupakan subsektor industri yang memilikiprospek yang menjanjikan di pasar bersamaASEAN. Dasar kesepakatan perdaganganTekstil dan Produk Tekstil dalam ASEANadalah hasil Rapat Tahunan ASEAN di Bidang
Textile and Clothing pada tanggal 13 dan 14Januari 2011 yang diselenggarakan di Bali,Indonesia. Dalam hasil rapat tersebut, paraperwakilan negara anggota sepakat tetapmenjadikan Cetak Biru ASEAN yang telahdisahkan sebelumnya pada pertemuan ke-39ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun2007 sebagai dasar pelaksanaan MEA 2015sebab di dalam Cetak Biru ASEAN telahdisepakati mengenai naskah ASEAN
Economic Community (AEC) Blueprintbeserta Strategic Schedule-nya, yangmencakup inisiatif-inisiatif baru serta
roadmap yang jelas untuk mencapaipembentukan ASEAN Economic Communitytahun 2015.Dalam hal perdagangan tekstil danproduk tekstil, para perwakilan anggota jugamenyetujui ATIGA sebagai kesepakatan lebihlanjut dari ASEAN Economic Blueprint.ASEAN
Trade in Goods Agreement (ATIGA)merupakan capaian  penting yangmengkodifikasi dan penyempurnaankesepakatan ASEAN di bidang perdaganganbarang, yakni Agreement on Common
Effective Preferential Tariff Scheme for the
ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA,1992),
Mutual Recognition Arrangement (MRA,1998), e-ASEAN (2000), Sektor PrioritasIntegrasi (2004), dan perjanjian ASEAN
Single Window (ASW, 2005). Khusus untukpengurangan/penghapusan tarif danhambatan non-tarif internal ASEAN, ATIGAmenegaskan kembali kesepakatan yang telahdicapai sebelumnya, yakni penghapusanseluruh tarif atas produk dalam  kategori
Inclusion List (IL), antara lain seperti alat-alatmesin pertanian, perabotan rumah tangga,barang elektronik, produk tekstil pada 1Januari 2010 bagi ASEAN-6, dan 2015-2018bagi ASEAN-4 (Cambodia, Laos, Myanmardan Vietnam – CLMV), serta penghapusanhambatan non tarif pada 1 Januari 2010 bagi

ASEAN-5, 1 Januari 2012 bagi Philippines,dan 2015 bagi CLMV.
E. Tantangan Industri Dalam Negeri

Menghadapi MEATantangan yang dihadapi olehindustri dalam negeri Indonesia dalammenuju ASEAN Economic Community (AEC)2015, tidak hanya dari dalam negerisajatetapi yang lebih besar adalah persaingandengan sesama negara ASEAN dan negara diluar ASEAN seperti India, Korea dan Cina.Tantangan yang akan dihadapi olehIndonesia diantaranya adalah :1. Laju inflasiLaju inflasi Indonesia masih tinggibila dibandingkan dengan negara anggota
ASEAN lainnya. Tingkat kemakmuranIndonesia masih lebih rendah dibandingkandengan negara lain dan juga stabilitas makromenjadi kendala peningkatan daya saingIndonesia.2. Laju Peningkatan Ekspor dan ImporKinerja ekspor selama periode 2004-2008, Indonesia berada diurutan ke-4setelah Singapura, Malaysia dan Thailand.Sedangkan untuk impor, Indonesia sebagaiimporter tertinggi ke-3 setelah Singapuradan Malaysia, dan ini merupakan tantanganyang serius karena telah mengakibatkanneraca perdagangan Indonesia yang defisitterhadap beberapa Negara ASEAN. Ancamanyang lebih serius akan datang dari China,dimana daya saing Indonesia dari sektorindustri petrokimia hulu, baja, tekstil danproduk tekstil, alas kaki serta elektronikbelum dapat bersaing dengan produk-produk dari Cina yang harganya relatif lebihmurah dibanding denganproduk-produkdalam negeri, jika hal ini dibiarkan makapara pelaku usaha darisektor industri akangulung tikar. Hal ini bisa diselamatkandengan kebijakan pemerintah melaluiperpajakan, dengan cara menaikkan tarifimpor bagi negara lain yang akanmemasarkan produknya di Indonesia danmenurunkan tarif pajak untuk produk-produk dalam negeri, guna menyelamatkansektor industri.3. Kesamaan ProdukDalam hal kesamaan produk, yangperlu dilakukan oleh Indonesia adalahdengan meningkatkan nilai tambah bagi
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produk ekspornya sehingga mempunyaikarakteristik tersendiri dengan produk dariNegara ASEAN lainnya.4. Daya saing SDM
Hard skill dan soft skill tenaga kerjaIndonesia harus ditingkatkan minimalmemenuhi ketentuan standar yang telahdisepakati. Untuk itu, Indonesia harus dapatmeningkatkan kualitas tenaga kerjanyasehingga bisa digunakan baik di dalamnegeri maupun intra- ASEAN, untukmembendung tenaga kerja terampil dari luarsehingga Indonesia tidak menjadi budak dinegeri sendiri.5. Dampak Negatif Arus Modal yang lebihbebas.Dampak negatif dari arus modal yanglebih bebas dapat mengakibatkan terjadinyakonsentrasi aliran modal ke negara tertentuyang dianggap memberikan potensikeuntungan lebih menarik. Hal ini dapatmenimbulkan risiko tersendiri bagi stabilitasmakroekonomi Indonesia.6. Kepentingan NasionalHarus disadari bahwa kepentingannasional merupakan yang utamadibandingkan dengan kepentingan kawasandalam rangka integrasi ekonomi, hal iniberdampak pada sulitnya mencapai danmelaksanakan komitmen liberalisasi AEC

Blueprint, sehingga perwujudan integrasiekonomi kawasan akan dicapai dalam waktuyang lebih lama.7. Kedaulatan NegaraKewenangan suatu negara untukmenggunakan kebijakan fiskal, keuangandan moneter untuk mendorong kinerjaekonomi dalam negeri akan dibatasi denganadanya integrasi ekonomi ASEAN. Inimerupakan pengorbanan yang besar bagibangsa Indonesia khususnya, karenabagaimana mungkin tidak menggunakankebijakan fiskal padahal Indonesiamenargetkanpendapatan terbesar bangsaIndonesia yaitu dari sektor perpajakan.Inilah yang harus disiasati oleh pemerintahIndonesia dalam eraASEAN Economic
Community 2015.
F. Perlindungan Industri Tekstil dan

Produk Tekstil Dalam Negeri melalui

Tindakan Pengamanan Perdagangan
(Safeguard)1. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNo. 84 Tahun 2002 tentang TindakanPengamanan Industri Dalam Negeri dariAkibat Lonjakan Impor yang diperkuatselanjutnya dengan PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 2011.Salah satu pertimbangan adanyaKeputusan Presiden (Keppres) ini adalahuntuk mencegah adanya kerugian seriusdan/atau ancaman kerugian serius melaluiperaturan perundang-undangan nasionalyang mengatur perihal tindakanpengamanan dengan tujuan untukmelindungi industri dalam negeri.Keppresini juga mengatur mengenai ketentuan dantata cara tindakan pengamanan (safeguard)kepada seluruh industri dalam negeri yangmengalami kerugian dan atau ancamanserius akibat lonjakan impor baik secararelatif atau absolut yang masuk ke wilayahIndonesia.Keppres ini sangat penting sebagaiujung tombak penerapan tindakanpengamanan (safeguard) dengandiakomodasinya pengaturanpenyelidikan(Bab III Pasal 3 – Pasal 8) yangmemuat ketentuan mekanisme pengajuanpermohonan untuk diadakannyapenyelidikan atas lonjakan impor sebagaidasar dilakukannya penyelidikan olehkomite dan untuk memberikansuatukepastian hukum.Keppres membahas mengenaitindakan pengamanan yang dapat dilakukanoleh Indonesia dalam menghadapi kerugianatau ancaman kerugian terhadap industridalam negeri. Tindakan pengamanan inidibagi menjadi 2 (dua), yaitu tindakanpengamanan sementara (Pasal 9, Pasal 10,Pasal 11) dan tindakan pengamanan tetap(Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal24, Pasal 25, dan Pasal 26).Kedua peraturan tersebut memilikiketentuan yang sama dalam menetapkantindakan pengamanan baik secara sementaramaupun tetap. Tindakan pengamanansementara dapat dikenakan apabila terdapatbukti awal terjadinya peningkatan imporyang mengakibatkan kerugian serius bagiindustri dalam negeri dan dipandang kondisiindustri dalam negeri dalam keadaan kritis
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yaitu apabila tidak dilakukan tindakansecepatnya akan tercipta keadaan yangsemakin sulit untuk dilakukan perbaikan,sedangkan tindakan safeguard tetapdikenakan bila dalam penyelidikan terbuktitelah adanya hubungan antara peningkatanimpor yang menyebabkan suatu kerugianberat.2. UU No. 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UU No. 10 Tahun 1995tentang KepabeananUU No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan yang semula hanya mengaturmasalah Bea Masuk Anti-Dumping dan BeaMasuk Imbalan (Subsidi), maka UU No. 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan,memperluastindakan pengamananperdagangan dengan memasukkan duaketentuan baru, yaitu Bea MasukTindakanPengamanan dan Bea MasukPembalasan disamping ketentuan Bea MasukAnti-Dumping dan Bea-Masuk Imbalan.Pada dasarnya salah satupertimbangan dibuatnya UU Kepabeanan iniadalah untuk lebih menjamin kepastianhukum, keadilan, transparansi danakuntabilitas pelayanan publik, untukmendukung upaya peningkatan danpengembangan perekonomian nasional yangberkaitan dengan perdagangan global, untukmendukung kelancaran arus barang danmeningkatkan efektivitas pengawasan ataslalu lintas barang yang masuk atau keluardaerah pabean Indonesia dan lalu lintasbarang tertentu dalam daerah pabeanIndonesia, serta untuk mengoptimalkanpencegahan dan penindakan penyelundupan.Adapun jenis-jenis Bea Masuk adalahBea Masuk Anti Dumping, Bea MasukImbalan, Bea Masuk Tindakan pengamanan,dan Bea Masuk Pembalasan. Sebagaitindakan safeguard bea masuk yangdigunakan adalah bea masuk tindakanpengamanan. Bea masuk tindakanpengamanan dikenakan terhadap barangimpor apabila terdapat lonjakan barangimporbaik secara absolut maupun relatifterhadap barang produksi dalam negeriyangsejenis atau barang yang secara langsungbersaing,dan lonjakan barangimpor tersebut:a. Menyebabkan kerugian serius terhadapindustri dalam negeri yangmemproduksi barang sejenis dengan

barang tersebut dan/atau barang yangsecara langsung bersaing; ataub. Mengancam terjadinya kerugian seriusterhadap industri dalam negeri yangmemproduksi barang sejenis dan/ataubarang yang secara langsung bersaing.Pada Pasal 23a dijelaskan juga bahwabea masuk tindakan pengamanan tidakharus diberlakukan apabila telah ditetapkanadanya kuota (pembatasa impor) sebagaitindakan pengamanan dimana hal inikemungkinan untuk menghindaripemberlakuan ganda tindakan pengamanan,yaitu kuota sekaligus pungutan bea masuk.Di sisi lain, kerugian serius yang terjadi danyang akan terjadi tersebut dapat dibuktikanberdasarkan fakta-fakta akurat yang dapatdipertanggungjawabkan bukan lahir dariasumsi dan prediksi-prediksi secara dangkal.3. Peraturan Menteri PerdaganganNo.37/M-Dag/Per/9/2008 tentangSurat Keterangan Asal (Certificate Of
Origin) terhadap Barang Impor yangDikenakan Tindakan Pengamanan(Safeguards)

Safeguard atau tindakan pengamananperdagangan adalah suatu instrumentkebijakan perdagangan yang hampir miripdengan kebijakan anti-dumping dan anti-subsidi. Menurut Peraturan MenteriPerdagangan No. 37/M-Dag/Per/9/2008,menjelaskan bahwa tindakan pengamanan(safeguard) adalah tindakan yang diambilpemerintah untuk memulihkan kerugianserius dan/atau mencegah ancamankerugian serius dari industri dalam negerisebagai akibat dari lonjakan impor barangsejenisatau barang yang secara langsungmerupakan saingan hasil industri dalamnegeri dengan tujuan agar industri dalamnegeri yang mengalami kerugian seriusdan/atau ancaman kerugian serius tersebutdapat melakukan penyesuaian struktural.Berdasarkan ketentuan tersebut,
safeguard adalah tindakan pengamanan yangdilakukan oleh pemerintah negarapengimpor untuk memulihkan kerugianserius atau mencegah ancaman kerugianserius terhadap industri dalam negerisebagai akibat lonjakan impor barang sejenisatau barang yang secara langsungbersaing.Tindakan ini digunakan oleh negaraanggota WTO untuk melindungi industri
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dalam negeri dan bersifat non-diskriminatif.Dengan demikian, pengaturan tindakanpengamanan (safeguard) adalah bertujuanuntuk melakukan perlindungan atauproteksi terhadap produk industri dalamnegeri dari lonjakan produk impor yangmerugikan atau mengancam kerugianindustri dalam negeri yang memproduksibarang sejenis.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor58/PMK.011/2011tentang PengenaanBea Masuk Tindakan PengamananTerhadap Impor Produk Berupa KainTenunan dari Kapas yang Dikelantangdan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics
Of Cotton, Bleached And Unbleached)Dalam peraturan Menteri Keuangan iniditentukan bahwa terhadap impor produkberupa kain tenunan dari kapas yangdikelantang dan tidak dikelantang (woven

fabrics of cotton, bleached and unbleached),dikenakan Bea Masuk TindakanPengamanan. Di dalam pasal 1 ayat (2)diatur besaran bea masuk terhadap berbagaijenis kain tenunan atau kapas dan pos tarifyang mengikutinya. Peraturan Menteri inidikenakan selama 3 tahun lamanya denganketentuan tambahan bea masuk umum (Most
Favored Nation).Namun, diadakanpengecualian terhadap 107 negara yangterdapat dalam lampiran Peraturan Menteriini.5. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 34 Tahun 2011tentang Tindakan Antidumping,Tindakan Imbalan, dan TindakanPengamanan PerdaganganDalam Peraturan Pemerintah iniditentukan bahwa terhadap barang imporselain dikenakan BeaMasuk dapat dikenakanTindakanPengamanan jika:a. terjadi lonjakan jumlah imporsecaraabsolut atau relatif atasbarangyang samadengan barang sejenisatau barang yang secara langsungbersaing; danb. lonjakan jumlah imporbarangsebagaimana dimaksud padahuruf (a) menyebabkan terjadinyakerugian seriusatau ancaman kerugianserius terhadap industri dalam negeri.

Tindakan Pengamanansebagaimanadimaksud di atas meliputipengenaan bea masuk tindakan pengamanandan/atau kuota.Besarnya bea masuktindakan pengamanansebagaimanadimaksud ini palingtinggi sebesar jumlahyang dibutuhkan untukmemulihkankerugian serius atau mencegah ancamankerugian serius terhadap industri dalamnegeri. Sedangkan jumlah kuota yangditetapkan tidak boleh kurangdari jumlahimpor rata-rata paling sedikitdalam 3 (tiga)tahun terakhir, kecuali terdapatalasan yangjelas bahwa kuota yang lebihrendahdiperlukan untuk memulihkan kerugianserius atau mencegah ancaman kerugianserius terhadap industri dalam negeri.6. Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 55/PMK.04/2015tentang Tata Cara Pemungutan DanPengembalian Bea Masuk Dalam RangkaTindakan Anti dumping, TindakanImbalan, dan Tindakan PengamananPerdaganganPeraturan Menteri ini merupakanketentuan lebih lanjut dari Undang-undangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun2011 tentang Tindakan Anti dumping,Tindakan lmbalan, dan TindakanPengamanan Perdagangan. Dalam PeraturanMenteri ini diatur dengan jelas tentang tatacara, perhitungan besaran biaya, bentukpembayaran, pengembalian dan penelitianterhadap bea masuk dalam rangka tindakanantidumping, tindakan imbalan, dantindakan pengamanan perdagangan.7. UU No. 7 Tahun 2014 tentangPerdaganganPenerapan tindakan pengamananperdagangan (safeguard) dalam UU No. 7Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur didalam Bab 9 : Perlindungan dan PengamananPerdagangan, dalam pasal 69, yang berisi :a. Dalam hal terjadinya lonjakan jumlahbarang impor yang menyebabkanprodusen dalam negeri dari barangsejenis atau barang yang secaralangsung bersaing dengan yangdiimpor menderita kerugian serius
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atau ancaman kerugian serius,pemerintah berkewajibanmengambil tindakan pengamananperdagangan untuk menghilangkanatau mengurangi kerugian seriusatau ancaman kerugian seriusdimaksudb. Tindakan pengamanan perdagangansebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa pengenaan bea masuktindakan pengamanan dan/ataukuota.c. Bea masuk tindakan pengamananperdagangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan olehmenteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidangkeuangan berdasarkan usulan yangtelah diputuskan oleh menteri.d. Penetapan kuota sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukanoleh menteri.Pada pasal ini dijelaskan bahwa,dalam hal terjadinya lonjakan jumlah barangimpor yang menyebabkan produsen dalamnegeri dari barang sejenis atau barang yangsecara langsung bersaing dengan yangdiimpor menderita kerugian serius atauancaman kerugian serius, pemerintahberkewajiban mengambil tindakanpengamanan perdagangan untukmenghilangkan atau mengurangi kerugianserius atau ancaman kerugian seriusdimaksud.Tindakan pengamananperdagangan tersebut berupa pengenaan beamasuk tindakan pengamanan dan/ataukuota. Bea masuk tindakan pengamananperdagangan dan kuota ditetapkan olehmenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidang keuanganberdasarkan usulan yang telah diputuskanoleh menteri. Hal ini terdapat juga dalamPasal 67 ayat 3 (e) yang menyatakan bahwa :“pengenaan tindakan pengamananperdagangan untuk mengatasi lonjakanimpor” .Maka dari itu tindakan pengamananperdagangan, tindakan antidumping,tindakan imbalan diambil pemerintah untukmemulihkan kerugian atauancamankerugian serius pada industri dalamnegeri. Pada UU No. 7 Tahun2014 tentangPerdagangan ini juga dikatakan dalam Pasal97 bahwa untuk memberikan pertimbangan

kepentingan nasional terhadap rekomendasitindakan antidumping, tindakan imbalan, dantindakan pengamanan perdagangan adalahtugas komite perdagangan nasional.Selanjutnya ketentuan mengenai lebih lanjutmengenai tindakan pengamananperdagangan, tindakan antidumping,tindakan imbalan diatur dengan atauberdasarkan peraturan pemerintah.UU No. 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan dibuat untuk menjadi landasanhukum dilaksanakannya tindakanpengamanan perdagangan atau safeguardapabila terjadinya lonjakan impor yangmenyebabkan kerugian atauancamankerugian serius terhadap industri dalamnegeri. UU No. 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan khususnya dalam Pasal 69,Pasal 67, Pasal 97 tentang tindakanpengamanan sejalan dengan peraturanlainnya sebelum UU Perdagangan No. 7Tahun 2014 tentang Perdaganganditerbitkan.Dengan demikian UU No. 7 Tahun2014 tentang Perdagangan salah satunyadisusun dengan semangat untuk memajukanindustri dalam negeri dan menjadi landasanhukum bagi tindakan pengamanan apabilaindustri dalam negeri terancam dari lonjakanimpor barang dari negara lain.
V. Penutup

A. Kesimpulan1. Kesepakatan perdagangan dalamkerangka hukum MEA di bidangekonomi terkait dengan tekstil danproduk tekstil sampai dengan saat inibelum diatur dengan jelas dalamkesepakatan MEA. Kesepakatan terakhirdalam Rapat Tahunan ASEAN di bidang
textile and clothingadalah meneruskanbutir-butir perjanjian yang telah adasebelumnya pada ATIGA sebelumadanya perjanjian yang lebih lanjut.Sedangkan ATIGA sendiri merupakankesepakatan lebih lanjut dari ASEAN
Economic Blueprint. Khusus untukpengurangan/penghapusan tarif danhambatan non-tarif internal ASEAN,ATIGA menegaskan kembalikesepakatan yang telah dicapaisebelumnya, yakni penghapusan seluruhtarif atas produk dalam  kategori
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Inclusion List (IL), antara lain sepertialat-alat mesin pertanian, perabotanrumah tangga, otomotif, barangelektronik, produk tekstil, dan lain-lain.2. Pengamanan perdagangan (safeguard)untuk melindungi industri tekstil danproduk tekstil dalam negeri dalam pasarbebas MEA diperlukan karena mengacupada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat(4) yang berbunyi“Perekonomiannasionaldiselenggarakan berdasar atasdemokrasi ekonomi dengan prinsipkebersamaan, efisiensi berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjagakeseimbangan dan kesatuan ekonominasional”. Hal ini sejalan dengan teoriperdagangan bebas John MeynardKeynes bahwa perlunya campur tanganpemerintah dan pendanaan langsungdari pemerintah untuk menanggulangikemerosotan investasi swasta dan dayabeli demi untuk merangsang pemulihanekonomi. Campur tangan pemerintah inidimaksudkan agar terciptanya keadilanbagi industri dalam negeri sesuaidengan teori keadilan yangdikemukakan oleh John Rawls.3. Pengamanan perdagangan (safeguard)terhadap industri tekstil dan produktekstil dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini masihbelum efektif memberikan kemajuanyang besar bagi industri tekstil danproduk tekstil dalam negeri. Hal initerlihat dari masih kurang dapatbersaingnya produk tekstil Indonesia dipasar internasional. Sementara itu,landasan hukum pelaksanaanpengamanan perdagangan (safeguard)di Indonesia saat ini diatur di dalam UUNo. 7 Tahun 2014 tentang Perdaganganpada pasal 69.
B. Saran1. Mengingat tekstil dan produk tekstilmerupakan salah satu dari 12 sektorprioritas dalam pelaksanaan MEA,maka selayaknya KTT ASEANselanjutnya dapat melahirkanperjanjian khusus melalui teknisperdagangan TPT baik di kawasannegara anggota ASEAN maupun

dengan negara lain yang memilikikesepakatan kerja sama tekstildengan ASEAN. Hal ini diperlukankarena berdasarkan yang dipaparkansebelumnya, TPT merupakanpenyumbang devisa yang cukupsignifikan bagi negara keanggotaanASEAN sendiri.2. Pemerintah seharusnya seharusnyadapat mempertimbangkan bantuanterhadap industri tekstil dalamnegeri  tidak hanya dari segiperlindungan semata tetapi juga darikemudahan bahan baku. Apabilabahan baku harus diimpor makaselayaknya pemerintah dapatmemberikan fasilitas pembebasanbea masuk. Selain itu, pemerintahselayaknya dapat membantu dalampenyuplaian tenaga kerja ahli danmenyediakan lebih banyak lagipelatihan untuk para tenaga kerjaterampil sehingga dengan demikianproduk TPT Indonesia akan lebihdapat bersaing di pasarinternasional.3. Kebijakan yang diambil pemerintahdengan ikut serta secara aktif dalamperdagangan bebas MEA hendaknyajuga diiringi dengan dukunganpemberdayaan SDM gunamendorong peningkatan daya saingindustri dalam negeri supaya lebihoptimal lagi sebab perlindungan
safeguard sendiri tidak dapatdilakukan secara terus-menerus.Namun apabila terdapat kecurangandari pihak asing yang berpotensimerugikan industri dalam negeri,pemerintah wajib dengan tegasmenggunakan safeguard sebagaibentuk perlindungan kepada industridalam negeri agar merekamendapatkan keadilan.
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